KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 79 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA- MADURA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a. bahwa dal am rangka | ebi h neni ngkat kan penbangunan di Pul au
Madura serta upaya untuk nemacu perluasan kawasan industri
dan perumahan di Surabaya dan Pul au Madura, dengan Keputusan
Presiden Nonor 55 Tahun 1990 tentang Penbangunan Jenbatan
Sur abaya- Madura telah dibentuk Tim Penbangunan Jenbatan
Sur abaya- Madur a;

b. bahwa keadaan ekonom dan sosial yang berkenbang sel ama i ni
bel um sepenuhnya nenunjang terwijudnya penbangunan Jenbatan
Sur abaya- Madur a;

C. bahwa kel anj ut an penbangunan Jenbat an Sur abaya- Madur a
di pandang masi h di perl ukan guna menmacu pertunbuhan ekonom
masyar akat di Propinsi Jawa Tinur pada unummya dan di Pul au
Madur a pada khususnya,;

d. bahwa Keputusan Presiden Nonor 55 Tahun 1990 di pandang ti dak
sesuai lagi untuk nenunjang kel anjutan penbangunan Jenbatan

Sur abaya- Madur a, sehi ngga di pandang perl u unt uk
di senpur nakan;
e. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana dimaksud dal am

huruf ¢, dan huruf d tersebut, perlu ditetapkan Keputusan
Presi den tentang Penbangunan Jenbat an Surabaya- Madur a;

Mengi ngat :
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai mana tel ah di ubah
dengan Perubahan Keenpat Undang- Undang Dasar 1945;

MVEMUTUSKAN

Menet apkan :
KEPUTUSAN PRESI DEN TENTANG PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA- MADURA.

Pasal 1
Dal am r angka neni ngkat kan per ekonom an Pul au Madura pada khususnya
dan Propinsi Jawa Tinmur pada ununmya, dilanjutkan pel aksanaan
penbangunan Jenbat an Sur abaya- Madur a.

Pasal 2
Penbangunan Jenbat an Surabaya- Madura tersebut dil aksanakan sebaga
bagi an dari penbangunan kawasan industri dan perumahan serta
sektor |ainnya dalam wi | ayah-w | ayah di kedua sisi ujung jenbatan
tersebut.

Pasal 3

Pel aksanaan kegi at an penbangunan Jenbat an Surabaya- Madura beserta



penbangunan kawasan
dal am Pasal 1 dan Pasa

i ndustri

dan perumahan sebagai mana di sebut

2, dil akukan dengan nenperhati kan rencana

tata ruang wlayah Propinsi Jawa Tinur dan rencana tata ruang
Kabupaten G esik, Kabupaten Mjokerto dan Kota Mjokerto,
Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lanongan, Kabupaten Bangkal an,
Kabupat en Panekasan, Kabupaten Sanpang, Kabupaten Sunenep, dan
Kota Surabaya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
ber | aku.

Pasal 4

Dal am rangka penbangunan Jenbatan Surabaya- Madura dan penbangunan

kawasan i ndustri

Presiden ini disebut

sebagai beri kut

Ket ua/ mer angkap Anggota :

Waki | Ketua |/ merangkap
Anggot a
Waki |l Ketua Il sebaga

Ket ua Hari an/ mer angkap
Anggot a

Anggot a- anggot a

Sekretaris

dan perumahan tersebut,
Jenbat an Sur abaya- Madur a,
Ti m Pengar ah,

di bent uk Ti m Penbangunan
yang untuk sel anjutnya dal am Keputusan
dengan susunan keanggot aan

Ment eri Koordi nat or Bi dang Per ekonom an;
Menteri Negara Perencanaan
Penbangunan Nasi onal / Kepal a Bappenas;

: Menteri Pernuki man dan Prasarana
W ayabh;

1. Menteri Dal am Negeri ;

2. Ment eri Pertahanan;

3. Ment eri Keuangan

4. Menteri Energi dan Sunber Daya
M ner al ;

5. Ment eri Peri ndustri an dan
Per dagangan;

6. Menteri Pertani an;

7. Ment eri Per hubungan

8. Ment er i Negara Badan Usaha
M 1ik Negara,;

9. Ment er i Negar a Ri set dan
Teknol ogi / Kepal a BPPT;

10. Menteri Negar a Li ngkungan
H dup;

11. Q@bernur Jawa Ti nur.

Deputi Menteri Koordi nator Bidang

Per ekonom an Bi dang Koor di nasi

Desentral i sasi Fiskal dan Ekonom,

dan Pengenbangan | nfrastruktur.

(1) Tim Pengarah bertugas untuk

a. nmenet apkan

Sur abaya- Madur a

Pasal 5
kebi j akan umum penbangunan Jenbat an
dan rencana penbangunan kawasan

i ndustri dan perumahan dal am wilayah-wi layah di kedua
si si ujung jenbatan;
b. nmengendal i kan per encanaan pr ogram persi apan  dan



pel aksanaan koordi nasi antar instansi terkait;

nmengkaji |aporan hasil Tim Pel aksana nengenai Kkegi atan
koor di nasi penbangunan Jenbat an Sur abaya- Madura; dan
nengupayakan sunber dana untuk penbiayaan penbangunan
Jenbat an Sur abaya- Madur a.

(2) Tim Pengarah bertanggung jawab dan nel aporkan secara berkal a

kegi at an
Pr esi den.

penbangunan Jenbat an Sur abaya- Madur a kepada

Pasal 6

Dal am nel aksanakan tugasnya, Tim Pengarah dibantu oleh Tim
Pel aksana yang terdiri dari

sel aku Ketua Harian :Menteri Pernmuki man dan Prasarana W/ ayah;

Ket ua

Waki | Ketua |

Waki| Ketua I1

Sekretaris

Anggota : 1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Deput i Ment er i Koor di nat or Bi dang
Per ekono- m an Bi dang Koor di nasi
Desentral i sasi Fiskal dan Ekonom , dan
Pengenbangan I nfrastruktur;
Deputi Kepala Badan Perencanaan Pem
bangunan Nasi onal Bi dang Sarana dan
Prasar ana;
D rektur Jenderal Prasarana W/ ayah
Depart enen Per muki man dan Prasar ana
W | ayabh;
Sekretaris Jenderal Departenen Pertahanan;
Sekretaris Jenderal Departenen Energi dan Sunber
Daya M neral ;
Sekretaris Jenderal Departenen Perindustrian dan
Per dagangan;
Sekretaris Jenderal Departenen Pertanian
Sekretaris Jenderal Departenmen Pernuki man dan
Prasarana W/ ayabh;
D rektur Jenderal Penbangunan Daerah, Departenen
Dal am Negeri ;
D rektur Jenderal Anggaran, Departenen Keuangan;
D rektur Jenderal Perhubungan Darat, Departenen
Per hubungan;
D rektur Jenderal Per hubungan Laut, Departenen
Per hubungan;
D rektur  Jenderal Penat aan  Ruang, Depart enen
Per nuki man dan Prasarana W/ ayah;
Deputi Menteri Negara Badan Usaha MIlik Negara
Bi dang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan
Jasa Lai nnya;
Deput i Kepala BPPT Bidang Teknol ogi I ndustri
Rancang Bangun dan Rekayasa;
Deputi  Menteri Negara Lingkungan H dup Bidang
Sosi al, Ekonom , dan Perdagangan;
Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Ti nur.

Pasal 7



(1) Tim Pel aksana bert ugas unt uk nmel aksanakan kegi at an
penbangunan Jenbat an Sur abaya- Madura sesuai dengan ketentuan
per at uran perundang-undangan yang berl aku dan kebijakan unmum
yang ditetapkan ol eh Ti m Pengar ah

(2) Tim Pel aksana bertanggung jawab dan secara berkal a nel apor kan
t erhadap pel aksanaan kegi atan penbangunan Jenbatan Surabaya-
Madur a kepada Ti m Pengar ah

Pasal 8

(1) Ketua Tim Pel aksana dapat nenbentuk kelonpok Kkerja untuk
nmenangani penyel esai an nmasal ah- masal ah yang bersifat khusus.

(2) Ketentuan yang di perl ukan dal am rangka pel aksanaan tugas Tim
Pel aksana di atur |ebih lanjut ol eh Ketua Ti m Pel aksana.

Pasal 9

Pel aksanaan penbangunan Jenbat an Surabaya- Madura, nengi kut sertakan
Per usahaan Perseroan (PERSERO) PT Jasa Marga.

Pasal 10

Ti m Pengarah dan Ti m Pel aksana dal am nel aksanakan tugasnya dapat
nmem nta masukan dan atau bantuan instansi penerintah, tokoh
masyar akat, para pakar atau pihak-pihak lain terkait yang
di pandang per| u.

Pasal 11

(1) Semua biaya yang diperlukan bagi kegiatan pel aksanaan
penbangunan Jenbatan Surabaya- Madura nenanfaat kan sunber -
sunber dana dal am negeri maupun | uar negeri

(2) Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim
Pengarah dan Tim Pelaksana di bebankan kepada Anggaran
Pendapat an dan Bel anj a Negar a.

Pasal 12

Dal am rangka pengelolaan dan peneliharaan Jenbatan Surabaya -
Madura agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan penbangunannya
sebagai nrana di naksud dal am Pasal 1, Jenbatan Surabaya - Madura
di oper asi kan sebagai Jenbatan  Tol sesuai dengan peraturan
per undang- undangan yang ber| aku.

Pasal 13

Senmua aset yang ada pada saat Keputusan Presiden ini nulai berlaku
yang di manf aat kan dan di gunakan dal am rangka pel aksanaan Keputusan
Presiden Nonor 55 Tahun 1990, dilanjutkan pemanfaatan dan
penggunaannya ol eh Ti m Penbangunan Jenbat an Surabaya- Madura sesua
ket ent uan peraturan perundang-undangan yang ber| aku.

Pasal 14



Ketentuan | ebi h [anjut yang diperlukan bagi pel aksanaan Keputusan
Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Koor di nat or Bi dang
Per ekonom an sel aku Ket ua Ti m Pengar ah.
Pasal 15
Dengan berl| akunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden
Nonor 55 Tahun 1990 tentang Penbangunan Jenbatan Surabaya- Madura
beserta peraturan pel aksanaannya di nyat akan ti dak berl aku.
Pasal 16
Keputusan Presiden ini nulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Cktober 2003
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
VEGAWATI SCEKARNCPUTR
Sal i nan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bi dang Hukum dan Per undang- undangan,
ttd.

Lanmbock V. Nahatt ands



